PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

= =
Vral S
=2 I~

i€

+E44ARR

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

SALINAN

NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI

Menimbang

Mengingat

PERKOTAAN BUS RAPID TRANSIT TRANS JATENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian
hukum serta meningkatkan pelayanan
transportasi yang lebih efektif dan efisien dalam
penetapan tarif angkutan orang dalam trayek
antar kota dalam provinsi, Gubernur menetapkan
tarif angkutan aglomerasi perkotaan Bus Rapid
Transit Trans Jateng sesuai dengan
kewenangannya,;

bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Aglomerasi
Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan penyelenggaraan transportasi di
Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan
Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans
Jateng;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5468);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10
Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
133), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal
Berbasis Jalan; (Berita Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 304);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG TARIF  ANGKUTAN
AGLOMERASI PERKOTAAN BUS RAPID TRANSIT
TRANS JATENG.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tarif
Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai denaan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001
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